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ABSTRAK 

Nama             : Karmila 

Nim             : 171010000 

Judul Skripsi   : Praktik Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok 

Kecamatan Rao   Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Di Tinjau 

Dari Kompilasi Hukum Islam   

 Permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini adalah mengenai 

Praktik Pemabagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao 

Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Permasalahan ini dilatar 

belakangi oleh dalam praktik pembagian harta warisan bahwa anak perempuan 

lebih banyak mendapatkan harta warisan dibandingkan anak laki-laki. Bahwa 

masyarakat Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman 

Provinsi Sumatra Barat mayoritas beragama Islam dengan jumlah  penduduk 

2.250 KK yang di mana ada 1.350 KK jika di persenkan menjadi 60% yang  tidak 

tunduk dalam  praktek  pembagian harta warisan  yang pembagian laki 2 bagian 

dan perempuan 1 bagian. 

Metodologi penelitian yang digunakan merupakan penelitian field research 

yang bersifat kualitatif. Penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari subjek penelitian, data primer adalah hasil wawancara 

dengan Wali Nagari Lansek Kadok, Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari), Tokoh 

Masyarakat, Kepala  Kampung, dan Tokoh Adat Nagari Lansek Kadok. 

Sedangkan sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan yang terkait 

dengan persoalan waris. Bahkan Hukum primernya adalah Al-Qur‟an, hadist, 

Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan yang menjadi bahan Hukum sekunder 

peneliti adalah kamus terjemahan kitab. Adapun bahan hukum tersier berupa 

kamus hukum, KBBI, dan ensiklopedia. Selanjutnya  tekhnik pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang ada 

diolah dengan tekhnik identifikasi dan klarifikasi, kemudian data dianalisis untuk 

memperoleh kesimpulan akhir. 

Hasil penelitian ini adalah, pertama alasan masyarakat di Nagari Lansek 

Kadok melakukan praktik pembagian harta warisan laki-laki 1 bagian dan 

perempuan 2 bagian, alasan karna masyarakat di Nagari Lansek Kadok 

menggunakan adat matrilineal yang pembagian harta warisan dari garis keturunan 

ibu yang membedakan yaitu karna Dalam praktiknya perempuan di nagari lansek 

kadok yang  mendapat harta waris lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki, 

adapun bagian pusako yang diterima anak laki-laki adalah gelar sako adat yang 

diturunkan dari mamak kepada kemenakan laki-laki. Selain bertugas sebagai 

penerus keterunan perempuan di Minangkabau sangat dimuliakan keberadaannya 

dan juga dilibatkan dalam bermusyawarah dalam keluarga dan nagari. kedua 

tujuan kompilasi hukum islam dalam praktik pembagian harta warisan, Sedangkan 

sistem pewaris harta dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI) pewaris dengan 

merujuk kepada faraidh yaitu warisan secara bilateral, artinya bahwa pihak laki-

laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh warisan dari 

pewaris.  

 

Kata Kunci: Praktik, Pembagian, Waris 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain 

dilambangkan dengan Latin. 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 a  ̇ es (dengan titik di atas)̇  خ

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د

 al  ̇ zet (dengan titik di atas)̇  ر

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ S (dengan titik di bawah) ص
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 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain .„. Koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ى

 Wau W We و

ٍ Ha H Ha 

 Hamzah ..‟.. Apostrof ء

ً Ya Y Ye 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A 
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 Kasrah I I 

 ḍommah U U وْ 

 

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya 

berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf sebagai berikut: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan Nama 

.....  ً  fatḥah dan ya Ai a dan i 

 fatḥah dan wau Au a dan u ......ْوْ 

 

c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Harkat  dan 

Huruf 

Nama 

Huruf dan 

Tanda 

Nama 

ى..َ...... ا..َ..  fatḥah dan alif atau ya  ̅ 

a dan garis 

atas 

   Kasrah dan ya ...ٍ..ى
i dan garis di 

bawah 

و....ُ  ḍommah dan wau  ̅ 

u dan garis 

di atas 
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3. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua. 

a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat 

fatḥah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/. 

b. Ta Marbutah mati yaituTa Marbutah yang mati atau mendapat harakat 

sukun, transliterasinya adalah /h/. 

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

4. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. 

Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

5. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu 

dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan 

kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. 

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung diikuti kata sandang itu. 
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b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang 

diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 

digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. 

6. Hamzah 

Dinyatakan  di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di 

akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

7. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan 

dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

8. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab 

huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan 

juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, 

diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, 

namadiridanpermulaankalimat. Bilanamadiriitudilaluioleh kata sandang, maka 

yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. 



 
 

xi 
 

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

capital tidak dipergunakan. 

9. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena 

itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 

 

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. 

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur 

Pendidikan Agama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua 

itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. Terutama dengan orang yang 

dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan.Setiap 

makhluk hidup pasti mati, tiada orang yang mengatahui kapan dia mati karna 

waktu kematian merupakan salah satu yang di rahasiakan Allah. Kematian tidak 

dapat dikejar maupun dihindarkan.Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika 

sewaktu-waktu maut menjemput. 

Allah telah menetapkan segala aturan bagi kehidupan manusia diatas bumi 

ini, baik peraturan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. 

Peraturan yang Allah tetapkan melingkupi seluruh segi kehidupan baik untuk 

mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
1
 

Salah satu syariat yang diatur dalam ajaran islam adalah tentang hukum 

waris, yaitu pemindahan harta warisan kepada ahli waris yang berhak 

menerimanya. Hukum Waris menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 (a) 

adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta 

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris 

dan berapa bagiannya masing-masing.
2
 

Kewarisan merupakan proses pemindahan harta peninggalan dari 

seseorang yang telah meninggal dunia, baik peninggalan berupa barang bergerak 

                                                           
1
Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewariasan Islam Sebagai Pembaharuan 

Hukum Positif Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1. 
2
Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Tentang Ketentuan Umum, 1974. 
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maupun barang yang tidak bergerak. Islam telah menetapkan ketentuan mengenai 

pewarisan yang sangat bagus, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan 

pemindahan harta benda milik seseorang, setelah ia meninggal dunia, dilakukan 

baik kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan tanpa membeda bedakan.
3
 

Di dalam Hukum Kewarisan Islam, orang-orang yang menjadi ahli waris 

dan bagian masing-masing telah ditetapkan dalam Al-Qur‟an maupun hadits 

Rasulullah SAW. Sebagaimana yang di jelaskan  di dalam firman Allah SWT 

dalam surat An-Nisa‟ ayat 11 yaitu: 

 ْْ ْ  ْْ ْ  ْ ْ   ْْ ْ ْ  ْ

 ْ    ْ ْ ْ ْ ْْْ ْ  ْ ْ  ْْ ْ

  ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْْ ْْ ْْ  ْ ْ

 ْ    ْْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ

 ْْْ ْ ْ ْْ ْ   ْْ   ْْ ْ

 ْ ْْْ ْ ْْْ ْ ْ  ْ   ْْْْْ

Artinya:  Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian 

dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih 

dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; 

jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo 

harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu 

mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan 

ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; 

jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya 

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah 

                                                           
3
Ahmad  Rofiq,  Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998),  hlm. 2. 
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dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. 

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa 

di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini 

adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Bijaksana.
4
 

 

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri atas bermacam-macam 

suku, adat, agama dan budaya yang ada di dalamnya.Agama Islam di Indonesia 

merupakan agama yang paling besar, hampir di seluruh penjuru negara kita ini 

masyarakatnya memeluk Agama Islam. Hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai 

Agama yang disampaikan oleh para Ulama‟ dalam menyebarkan Agama Islam ke 

penjuru pelosok negeri ini. Khususnya masalah waris Islam yang sesuai dengan 

Hukum Islam sangat penting untuk dipelajari, diajarkan dan diaplikasikan dalam 

bermasyarakat, khususnya dalam pembagian warisan. 

Dalam ilmu faraid, laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari pada 

perempuan karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pada 

perempuan, maka laki-laki membutuhkan harta yang lebih banyak pula untuk 

melaksanakan tanggung jawabnya yang besar tersebut.
5
 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 

176 yang berbunyi : 

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat setengah  bagian, bila 

dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, 

dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka 

bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak 

perempuan”.
6
 

 

                                                           
4
 Kementrian Agama,  Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: ALI-ART,  2004), hlm.78. 

5
Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2009), hlm. 1–2. 
6
Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 Tentang Besarnya Bahagian, 1974. 
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Akan tetapi yang menjadi pusat perhatian bagi peneliti adalah terkait 

dengan Praktik Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan 

Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Ditinjau dari Kompilasi 

Hukum Islam yang melakukan praktik pembagian anak perempuana lebih banyak 

mendapat harta warisan dari anak laki-laki. 

Bahkan seluruh masyarakat Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao 

Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat mayoritas beragama Islam 

dengan jumlah  penduduk 2.250 KK yang di mana ada 1.350 KK jika di 

persenkan menjadi 60%yang  tidak tunduk dalam  praktek  pembagian harta 

warisan  yang pembagian laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian  yang ada di 

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176  bahkan  menjadi sebaliknya di Nagari 

Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra 

Barat dalam Praktik Pembagian Harta Warisan ahli waris laki-laki mendapat 

1bagian  sedangkan ahli waris perempuan mendapat 2 bagian.
7
 

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul:“Praktik 

Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan 

Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Ditinjau Dari Kompilasi 

Hukum Islam” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa yang melatar belakangi masyarakat Nagari Lansek Kadok  membagi harta 

warisan laki-laki 1 bagian dan perempuan 2 bagian? 

                                                           
7
 Antoni.S ,Wawancara  Wali Nagari Lansek Kadok , (Senin, 10 Desember 2020) 
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2. Bagaimana  tinjauan Kompilasi Hukum  Islam mengenai praktik pembagian 

warisan? 

C. Tujuan Peneliti 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparankan  diatas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk. 

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi masyarakat Nagari Lansek 

Kadok  melaksanakan  praktik pembagian warisan 1:2? 

2. Untuk mengetahui bagaimana  tinjauan Kompilasi Hukum  Islam mengenai 

praktik pembagian warisan. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai  

berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

menambah wawasan keilmuwan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk 

peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang 

sama. 

2. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan masyarakat terhadap 

Praktik Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao 

Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat Ditinjau Dari kompilasi 

Hukum Islam. 

3. Bagi Almamater, untuk menambah kepustakaan sebagai bahan rujukan untuk 

peneliti selanjutnya. 
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4. Untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai 

gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan 

Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. 

E. Batasan istilah  

 Supaya pembahas dalam penelitian ini lebih terarah, maka penulis 

membatasi yaitu hanya menekankan pada pembagian harta warisan. Berikut ini 

beberapa istilah-istilah yang harus di pahami agar peneliti terarah, diantarannya: 

1. Praktik 

  Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori 

2. Harta warisan  

 Harta bawaan atau harta bersama dikurangi biaya-biaya yang di keluarkan 

untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia.
8
 

F. Kajian Terdahulu 

 Untuk menemukan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis 

memperdalam  materi-materi tersebut kepada  skrisip yang sudah membahas 

mengenai hal demikian,walaupun  terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang 

membedakan. Diantara  peneliti tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Muhammad ridha, program studi Ahwal Al-Syaksiyyah Fakultas Syariah dan 

Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  pada tahun 

2017 dengan judul “Kewarisan Janda Di Dalam Kompilasi Hukum Islam 

Ditinjau Menurut Hukum Kewarisan Islam” dalam penelitian tersebut 

diperoleh informasi Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut KHI Ditegaskan 

                                                           
8

F.Satriyo, Hukum Waris Cara Mudah &Tepat Membagi Harta Warisan, (Jakarta 

Selatan: Transmedia, 2011), hlm. 6. 
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dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 179 

dan 180, yang menyebutkan bahwa bagian warisan untuk suami adalah sebesar 

½ bagian dari harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan ¼ 

bagian dari harta warisan apabila pewaris meninggalkan anak. Bagian untuk 

istri adalah sebesar ¼ bagian dari harta warisan apabila pewaris tidak 

meninggalkan anak, dan 1/8 bagian apabila pewaris meninggalkan anak. Harta 

warisan terdiri dari harta bawaan pewaris dan ½ harta bersama setelah 

dikurangi dengan biaya pewaris selama sakit, biaya pengurusan jenazah, 

pembayaran utang pewaris, pemberian untuk kerabat (wasiat). Sedangkan ½ 

bagian dari harta bersama menjadi hak Janda.
9
 

b. Agus Saefudin progam studi Ahwalu Al-Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu 

Hukum Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2012 

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan 

Kepada Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus Pada Ibu Senen dan Bapak Kasiran 

di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)” dalam peneliti tersebut 

diperoleh informasi 

Terhadap  pemberian  warisan  yang  diberikan  kepada  ahli  waris  pengganti  

sebelum  pewaris  meninggal  ini  merupakan  termasuk  dalam  hibah,  namun 

 

karena  kepemilikan  harta  warisan  yang  diberikan  tersebut  dimiliki  setelah 

 

pewaris  meninggal,  maka  dapat  dikatakan  sebagai  warisan.  Tetapi  dalam  

                                                           
9
Muhammad ridha, „Penelitian Kewarisan Janda Di Dalam Kompilasi Hukum Islam 

Ditinjau Menurut Hukum Kewarisan Islam, skripsi‟ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim, 2017), hlm. 57–58. 
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hukum  adat  Jawa  pemberian  warisan  tersebut bukan dikatakan hibah tapi m

emang warisan. Terhadap bagian ahli 

 waris pengganti yang lebih besar dari  ahli  waris  lainnya  itu  tidak  dibenarka

n  dan  tidak  diperbolehkan    karena  berdasarkan  pasal  185  huruf(b) Kompil

asi  Hukum  Islam  yang  menyatakan  bahwa  bagian ahli waris pengganti tida

k  boleh melebihi  sepertiga  harta dan  dalam  ketentuan  hukum  islam    bahw

a  bagian  cucu  laki -laki  itu  1/3  yaitu  sebagai ahli waris kerabat.
10

 

c. Isnaeni Mukarromah, program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Iain) Pada Tahun 2018 dengan 

Judul “Pembagian Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Perspektif Kompilasi 

Hukum Islam Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan AgamaPurwokerto 

Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt)” dalam penelitian tersebut diperoleh 

informasi bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 

0878/Pdt.G/2016/PA.Majelis Hakim membuat putusan yang tidak sesuai 

dengan kententuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang 

menyebutkan bahwa janda atau duda masing-masing separoh dari harta 

bersama dan lebih mencondong kepada ketentuan yang ada dan Majelis hakim 

memutuskan tentang pembagian harta bersama 60% untuk penggugat dan 40% 

untuk tergugat, dan mengenai harta asal penggugat atau harta bawaan 

                                                           
10

Agus Saefudin, „Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Kepada 

Ahli Waris Pengganti, skripsi‟ (Instit ut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012), hlm. 2. 
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sepenuhnya menjadi hak penggugat karena harta tersebut merupakan 

pemberikan dari ibunya sebelum terjadinya perkawinan.
11

 

 Melihat dari ketiga penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan diatas, 

penulis dapat menyimpulkan peneliti itu sama-sama membahas terkait tentang 

pembagian harta warisan, namun alasananya belum ada dari ketiga  penelitian 

terdahulu tersebut yang membahas atau pun yang mengkaji terkait masalah 

yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai praktek 

pembagian harta warisan yang dalam pembagian harta warisan tersebut ahli 

waris  yang dimana laki-laki mendapat 1 bagian sedangkan perempuan 

mendapatkan 2 bagian. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, 

adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan di 

dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, 

Kajian Terdahulu, Sistematika Pembahasan. 

Bab II adalah membahas tentang Kajian Teoritis yang terdiri dari 

kerangka teori, yaitu Pengertian Harta waris, kerangka teori, pengertian warisan,  

sumber-sumber hukum, syarat mewaris, rukun mewaris, sebab-sebab waris, asas-

asas Hukum Kewarisan, golongan ahli waris, dan sebab-sebab penghalang waris. 

                                                           
11

Isnaeni Mukarromah, „Pembagian Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Perspektif 

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 

0878/Pdt.G/2016/Pa.Pwt), Skripsi' (Iain Purwokerto, 2018), hlm. 22. 
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Bab III adalah Metode Penelitian yang terdiri dari Tempat dan 

WaktuPenelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Penjaminan Keabsahan Data, Teknik Analisis Data. 

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Analisa Data yang terdiri dari Kondisi 

Geografis Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, Letak Geografis, 

Keadaan Ekonomi, Kondisi Pendidikan, Keadaan Agama, Kondisi Adat, Praktik 

Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan 

Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat, Tinjuan Kompilasi  Hukum Islam 

Mengenai Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao 

Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat 

Bab V adalah Penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Pembagian Harta Warisan Dalam Islam 

1. Pengertian Waris 

Mawarits dalam bahasa arab jamak dari mirats,(irts,wirts,wiratsah, dan 

turats, yang dimaknakan dengan mauruts) adalah harta peninggalan orang yang 

meninggal yang di wariskan kepada para warisanya.Orang yang meninggalkan 

harta disebut muwarits.Sedangkan yang berhak menerima pusaka disebut 

warist.
12

 

Menurut istilah Hukum Waris adalah aturan yang mengatur perelihan harta 

dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti 

menetukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing 

ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang 

meninggal dimaksud.
13

 

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab fiqih disebut faraidh adalah 

hukum kewarisan yang menjadi pedoman umat islam dalam menyelesaikan 

pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal. Dan ilmu yang 

berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara 

perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan 

                                                           
12

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris (Semarang:  PT Pustaka 

Rizki Putra, 2017), hlm. 5. 
13

Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

hlm. l33 
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pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk 

setiap pemilik harta pusaka.
14

 

Sedangkan ilmu yang mempelajari waris di sebut ilmu mawaris atau di 

kenal juga dengan istilah faraid kata faraid merupakan bentuk jamak dari 

lafadz faraid yang artikan oleh para ulama semakna dengan kata dengan kata 

mufrudah yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Menurut istilah 

mewaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan 

telah ditentukan besar kecilnyaoleh syara. Adapun kata pengguna mewaris 

lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini yaitu, harta yang 

beralih kepada ahli waris yang masih hidup. 

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Hukum kewarisan adalah hukum yang 

mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) 

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 

bagiannya masing-masing. Ini dapat kita lihat dalam Buku II KHI, Pasal 171 

poin (a).Dari definisi hukum kewarisan menurut KHI ini, dapat kita simpulkan 

bahwa hukum kewarisan merupakan aturan-aturan tentang bagaimana 

kepemilikan harta peninggalan dibagikan kepada orang-orang yang berhak atas 

pembagian itu, serta ketentuan-ketentuan yang mengatur berapa saja bagian 

tiap-tiap mereka yang berhak atas harta peniggalan itu.
15

 

Di dalam BW, pewarisan berdasarkan Undang-Undang dibicarakan 

terlebih dahulu, baru kemudian pewarisan testamentair. Kalau dalam pewarisan 

testamentair yang ditonjolkan adalah kehendak dari pewaris, maka pewarisan 

                                                           
14

 Moh.Muhibbin, Op.Cit., hlm. 9. 
15

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 

2001), hlm. 8. 
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ab-intestato berdasarkan berbagai alasan, sebab ada yang bersifat mengatur, 

tetapi ada juga yang bersifat memaksa. Salah satu alasan, yaitu pandangan 

bahwa keluarga terdekat yang pertama berhak atas warisan itu. Menurut Idris 

Djakfar dan Taufik yahya bahwa hukum kewarisanialah 

Seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari 

seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang 

ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat 

dalam al-Quran dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad 

SAW, dalam istilah Arab disebut Faraid.
16

 

 

2. Sumber Hukum Kewarisan Islam 

a) Dalil al-Qur‟an Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan 

tentang masalah warisan diantaranya: Al-Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 33 

yang menyatakan adanya hak bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan. 

  ْ  ْ  ْ ْ ْ ْ  ْْ  ْ

 ْ  ْ  ْ  ْْْ ْ ْ ْ ْ

 ْْْْْْ

Artinya: bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan 

ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-

pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah 

bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka 

bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala 

sesuatu. (QS. an-Nisa‟: 33).
17

 

 

                                                           
16

 Idris Djakfar danTaufik Yahya,  Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: PT. 

Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 3-4. 
17

 Kementrian Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 

2013), hlm. 83. 
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Orang-orang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak untuk 

saling waris mewarisi, hal ini seperti dijelaskan dalam ayat 6 surat al-

Ahzab. 

 ْ  ْ  ْ ْ ْْ   ْ ْْ

  ْ    ْْ  ْْ ْ ْ ْ ْ

 ْ  ْ ْْْ ْ     ْ   ْ

ْ ْ ْ ْ  ْْْْْْ

Artinya: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang 

mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya 

adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai 

hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-

mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang 

mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu 

berbuat baik  kepada saudara-saudaramu (seagama). 

adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab 

(Allah).
18

 

 

b) Dalil As-Sunnah Ada begitu banyak dalil Sunnah Nabi yang menunjukkan 

persyariatan hukum waris buat umat Islam. Di antaranya adalah hadits 

riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim atau sering disebut dengan 

muttafaqun „alaih 

ْرظٌْاللهْعٌَْفٌِ عُودٍ ْهَس  ْابِ يِ ثٍْْوَعَي  ْبيْوَأخُ  ْْبٌثْوبٌثْا ٌُّ )قطْالٌََّبِ

ْالَثُّلثُيَ يِْ وِلةََ ْالَِِب يِْاْاسذْسْجكَ  ْ-صليْاللهْعليَْوسلنْللِِِب ٌةَْاْلٌصفْوَلِِب ٌةَِ

ثِْ( خُ  ْفلَلِْ  ٌَ ًُّْوَهَاْبقَِ رَوَاٍُْالَ بخَُارِ  

 
Artinya: dari  Ibnu Mas‟ud, ra., ia berkata tentang anak perempuan,cucu 

  perempuan dan saudara perempuan, maka Rasullah saw. 

Menghukumi untuk anak perempuan separo bagian, cucu 

                                                           
18

Ibid., hlm. 418. 



15 
 

 
 

perempuan dari anak laki-laki  seperenam bagian  sebagai 

pelengkap dari sepertiga, dan sisanya untuk saudara 

perempuan.
19

 

 

c) Ijtihad Para Ulama 

 Meskipun Al-qur‟an dan hadis sudah memberikan ketentuan 

terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih 

diperlukana adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan 

dalam Al-qur‟an maupun hadist. Misalnya, mengenai bagian warisan banci 

(waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, 

bagaian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah atau suami dan 

sebagainya. 

Contoh lain adalah status saudara-saudara yang mewarisi bersama-

sama dengan kakek. Didalam Al-qur‟an hal ini tidak dijelaskan. Adapun 

yang  dijelaskan hanyalah status saudara-saudaranya  bersama-sama 

dengan ayah atau bersama-sama-dengan anak laki-laki yang dalam kedua 

keadaan ini mereka tiak mendapatkan apa-apa lantaran tehijab, keculia 

dalam masalah kalalah maka mereka mendapatkan bagian. 

Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek 

yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara 

ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran 

dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut Kitab Undang-Undang 

                                                           
19

Mochfuddin Aladip, Terjemah Bulughul Maram, (Semarang: CV Toha Putera, 1996), 

hlm. 479-480. 
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Hukum Wasiat Mesir mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat 

wajibah.
20

 

3. Syarat Waris 

Sebelum seseorang mewaris haruslah dipenuhi tiga syarat yaitu : 

a) Meninggal dunianya pewaris 

Seseorang dinyatakan meninggal, baik secara hakiki maupun 

secara hukum.Seseorang tidak mungkin dibagi harta warisannya sebelum 

kematiannya diketahui secara pasti atau sebelum hakim memutuskan 

orang tersebut telah meninggal, seperti terhadap orang hilang yang tidak 

diketahui hidup atau matinya. Apabila hakim telah menetapkan bahwa 

orang tersebut telah meninggal dunia berdasarkan beberapa petunjuk, 

maka harta waris bisa dibagi. Jadi syaratnya adalah seseorang secara pasti 

telah meninggal atau atas pertimbangan hukum. 

b) Hidupnya ahli waris 

Ahli waris secara jelas masih hidup ketika pewarisnya meninggal, 

ahli waris bisa menggantikan kedudukan pewaris setelah pewaris tersebut 

diketahui telah meninggal, barulah kemudian harta berpindah kepadanya 

dengan jalan warisan. Dengan demikian ahli waris harus ada ketika orang 

tersebut meninggal, agar hak pemilikan harta tersebut manjadi jelas. 

c) Mengetahui golongan ahli waris 

Kedudukan ahli waris berdasarkan hubungannya dengan pewaris 

harus diketahui secara pasti dan jelas, seperti sebagai suami atau istri, anak 
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kandung, saudara kandung, dan sebagainya, sehingga memudahkan dalam 

menentukan pembagian waarisannya. Besar bagian waris akan berbeda 

jika hubungan dengan pewaris berbeda.
21

 

Kompilasi Hukum Islam Pasal171 huruf c yang berhakmewaris 

menurut hukum Islam, yaitu: 

1) Mempunyai hubungan darah dengan pewaris 

2) Mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris 

3) Beragama Islam 

4) Tidak dilarang Undang-Undang selaku ahliwaris 

Hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik dalam 

menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin timbul dalam kasus 

kewarisan. Pemilik harta meninggal dan ahli  waris hidup sebagai syarat 

mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam, Berarti 

menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam bertujuan untuk 

menyelesaikan secara tuntas masalah harta warisan orang yang meninggal, 

orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan sebagai 

ahli waris.
22

 

4. Rukun waris 

 Yang dimaksud rukun adalah unsur yang harus terpenuhi saat pembagian 

warisan di lakukan, ada 3 rukun waris yaitu: 

a) Harta Warisan (mauruts)  
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 Harta warisan (mauruts) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh 

pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk 

biaya-biaya perawatan jenazah, melunasi utang-utang jenazah dan 

melaksanakan wasiat si pewaris. Dan yang dimaksud dengan tirkah 

yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia 

yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris apa-

apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia harus diartikan 

sedemikian luas agar dapat mencakup kepada: 

1) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. 

Misalnya: benda bergerak, benda tidak bergerak, utang-piutang 

si pewaris, surat-surat berharga, diyat, dan lain-lain yang 

dipandang sebagai miliknya. 

2) Hak-hak kebendaan Termasuk kelompok ini hak monopoli 

untuk memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum, dan 

lain-lain.  

3) Benda-benda yang berada ditangan orang lain. Misalnya, 

barang gadaian, dan barang-barang yang sudah dibeli dari 

orang lain, tetapi belum diserahterimakan kepada orang yang 

sudah meninggal. 

4) Hak-hak yang bukan kebendaan Misalnya hak syuf‟ah yaitu 

hak beli yang diutamakan bagi tetangga/serikat, dan 

memanfaatkan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.  



19 
 

 
 

Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta warisan adalah harta 

bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan 

untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya 

pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk 

kerabatan. Sedaangkan yang dimaksud dengan harta peninggalan yaitu 

harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang 

menjadi miliknya maupun hak-haknya.
23

 

b) Pewaris (muwarits) 

 Al-Muwarits benar-benar telah telah meninggal dunia, apakah 

meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmi) atau secara taqdiri 

berdasarkan perkiraan:  

1) Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui 

tanpa melaluIi pembuktian, bahwa seorang telah meninggal 

dunia. 

2) Mati hukmi, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis 

ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah 

meninggal dunia. Ini bisa terjadi terjadi seperti dalam kasus 

seorang yang dinyatakan hilang (al-mafquf) tanpa diketahui 

dimana dan bagaimana keadaanya. Setelah dilakukan upaya-

upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut 

dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, 
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maka ia memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu 

mengikat. 

3) Mati taqdiri, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seorang 

telah meninggal dunia. Misalnya, seorang yang diketahui ikut 

berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara 

lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah 

beberap tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan 

patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal 

dunia, maka ia dapat dikatakan telah meninggal dunia
24

 

c) Ahli Waris (warits)  

 Warits adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama 

Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 

Berdasarkan definisi diatas, maka syarat ahli waris yaitu: 

1) Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak 

kandung, orang tua pewaris dan seterunya. 

2) Mempunyai hubungan perkawinan (suami atau istri pewaris). 

3) Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris.  

4) Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia 

pembunuh pewaris.
25
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5. Sebab-Sebab Terjadinya Kewarisan 

Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan Di dalam hukum Islam, sebab-sebab 

yang mengakibatkan seseorang yang memperoleh harta warisan adalah:  

a) Pernikahan 

Pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang sah dan benar 

menurut hukum Islam. Hanya dengan akad nikah yang benar maka 

suami bisa mendapatkan harta warisan dari isterinya dan isteripun bisa 

mendapatkan harta warisan dari suaminya. Sekalipun setelah menikah 

belum ada persetubuhan antara keduanya suami dan isteri. Adapun 

mengenai nikah yang batal dan fasid maka tidak bisa menyebabkan 

hak waris. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt surat an-Nisa‟ ayat 

12. 

ْ ْ  ْ ْ ْ  ْْْ ْ ْ ْْ

 ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْْ ْ ْ

ْ ْ ْ ْ  ْْ ْ ْ ْْ

ْْ  ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ

 ْ ْْْ ْْ ْ ْ ْ ْْْ

 ْ  ْ ْ  ْ ْ  ْ ْْ ْْ   ْ

 ْ  ْ ْْ ْ ْ ْ ْْْ
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  ْ ْ ْْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْْ

   ْْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْْْْ 

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak 

mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, 

Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat 

atau seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh 

seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 

mempunyai anak.jika kamu mempunyai anak, Maka Para 

isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 

tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau 

sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, 

baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan 

ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai 

seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang 

saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing 

dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika 

saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka 

bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi 

wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar 

hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli 

waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) 

syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Penyantun.
26

 

 

b) Nasab (kekerabatan)  

Nasab yaitu hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan 

muwarrist. Dari arah atas seperti bapak, ibu, keturunan seperti anak, ke 

samping seperti saudara, paman serta anak-anak mereka. 

Orang-orang yang menerima harta warisan berdasarkan 

kekerabatan ada tiga macam, yaitu:  
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1) Ashhabul furudh  yaitu ahli waris yang menerima bagian 

tertentu dari harta warisan.  

2) Ashabah yaitu ahli waris yang menerima bagian yang tidak 

tertentu. Mereka hanya mengambil sisa harta warisan yang telah 

dambil oleh ashabul furudh.  

3) Dzawil Arham yaitu ahli waris yang tidak termasuk dalam dua 

kelompok tersebut di atas yaitu ashabul furudh dan ashabah. 

d) Wala‟ 

Wala‟yaitu seseorang yang berhak mendapatkan warisan 

disebabkan kebaikannya terhadap budaknya dengan menjadikannya 

merdeka, maka dia berhak untuk mendapatkan. Hal ini berdasarkan 

sabda Rasulullah Saw; 

ْلويْ ْالولِء ْقالْوسلن ْااللهْصليْإًوا ْعليَ ْالٌبٌْعيْعوـر إبيْعي

 أعـحــقْرواٍ.ْالبخارً

 
Artinya: Dari Ibn Umar dari Nabi Saw. beliau berkata: “Hak wala‟ 

itu orang yang memerdekakan”. (HR. Al-Bukhari) (Abu 

Abdullah Muhammadbin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah 

al-Ju‟fi al-Bukhari, t.th: 9).
27

 

 

6. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam 

Yang menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-

ayat hukum kewarisan serta sunnah nabi Muhammad SAW. Asas-asas dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut:
28
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a) Asas Ijbari  

Secara etimologi “Ijbari” mengandung arti paksaan, yaitu 

melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris 

berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal 

kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa 

adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. 

Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis 

hartanya beralih kepada ahli warisnya. 

b) Asas Bilateral 

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan 

Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua 

belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun 

keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam 

ketentuan Al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176, antara lain 

dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak 

memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga 

dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang 

tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke 

samping (yaitu melalui ayah dan ibu). 

c) Asas Individual 

Pengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris (secara 

individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli 

waris lainya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris 
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secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi 

bagiannya. 

d) AsasKeadilan Berimbang 

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara 

hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh 

dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat 

dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak 

kewarisan. 

e) Kewarisan Akibat Kematian 

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta 

hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain 

harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. 

Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat 

dilakukan dengan pewarisan.
29

 

7. Golongan Ahli Waris 

Orang-orang yang berhak menerima harta waris dari seseorang yang 

meninggal sebanyak 25 orang yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki 

dan 10 orang dari pihak perempuan. Yaitu:  

1) Anak laki-laki 

2) Anak laki-laki dari anak laki-laki(cucu) dari pihak anak laki-laki, terus 

kebawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki 

3) Bapak 
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4) Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas pertalian yang belum putus 

dari pihak bapak 

5) Saudara laki-laki seibu sebapak 

6) Saudara laki-laki sebapak saja 

7) Saudara laki-laki seibu saja 

8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak 

9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja 

10) Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibusebapak  

11) Saudara laki-laki bapak yang sebapak saja 

12) Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu 

sebapak 

13) Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang sebapak 

saja 

14) Suami 

15) Laki-laki yang memerdekakannya (mayat).
30

 

Apabila 10 orang laki-laki tersebut di atas semua ada, maka yang 

mendapat harta warisan hanya 3 orang saja, yaitu: 

1) Bapak 

2) Anak laki-laki 

3) Suami 

Adapun yang termaksud golongan dari pihak perempuan, yaitu: 

1) Anak perempuan 
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2) Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal 

pertaliannnya dengan yang meninggal masih terus laki-laki 

3) Ibu 

4) Ibu dari bapak 

5) Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki 

6) Saudara perempuan seibu sebapak 

7) Saudara perempuan yang sebapak 

8) Saudara perempuan seibu 

9) Istri 

10) Perempuan yang memerdekakan si mayat.
31

 

Apabila 10 orang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat 

mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu: 

1) Isteri 

2) Anak perempuan 

3) Anak perempuan dari anak laki-laki 

4) Ibu 

5) Saudara perempuan yang seibu sebapak 

Sekiranya 25 orang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan dari   pihak 

perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat hanya salah seorang dari 

dua suami isteri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Anak yang 

berada dalam kandungan ibunya juga mendapatkan warisan dari keluarganya 

yang meninggal dunia sewaktu dia masih berada di dalam kandungan ibunya. 
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Sabda Rasulullah SAW. “apabila menangis anak yang baru lahir, ia mendapat 

pusaka.” (HR. Abu Dawud).
32

 

8. Sebab-sebab penghalang waris 

 Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan mawani‟ al-irs 

adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima 

warisan dari harta peninggalan al-mawarris: 

a) Pembunuhan 

  Pembunuhan  tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang 

dibunuhnya. Sebagaimana dalam Al-Qur‟an surat Al-baqarah ayat 72: 

 ْْ ْ    ْ  ْْ ْ  ْ ْْ ْْْْ 

Artinya:  dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu 

kamu    saling tuduh menuduh tentang itu dan Allah hendak 

menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.
33

 

 

Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris 

terhalang mendapat harta waris, telah diatur dalam Pasal 173 Kompilasi 

Hukum Islam, “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan 

putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 

dihukum karena: 

1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 

menganiaya berat pewaris. 

2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan 

bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang telah 

                                                           
32
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diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang 

lebih berat. 

b) Perbedaan Agama 

Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang 

beragama Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw, 

“orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak 

mewarisi orang islam” (HR. Jama‟ah). Dan hadis: “tidak saling mewarisi 

antara dua orang pemeluk agama yang berbeda” (HR. Ashhab Sunan).
34

 Di 

jelaskan Dalam surat An-nisa ayat 141: 

  ْ   ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْ  ْ

 ْ ْ ْ   ْ  ْ ْْ ْ ْ

  ْ ْ ْْ  ْ  ْ  ْ ْ  ْْ ْ

  ْْ   ْ ْ  ْْْْْ 

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menunggu nunggu (peristiwa) yang 

akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka 

jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: 

"Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika 

orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) 

mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan 

membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan 

memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah 

sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang 

kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
35
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c) Perbudakan Budak 

Perbudakan diyatakan menjadi penghalang mendapatkan waris, 

karena setatus dirinya yang dipandang tidak cakap hukum. Demikian 

mayoritas ulama‟. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 75: 

ْ ْ ْ  ْ ْ ْْ  ْ ْ ْ ْ  ْ

 ْ ْ  ْْ ْ ْْ ْْ ْ ْْ

  ْْْ ْ ْْ ْ    

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya 

yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun 

dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu 

Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan 

secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji 

hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada 

mengetahui.
36

 

 

B. Hukum Adat/ Kebiasaan 

Hukum adat  adalah system aturan dalam kehidupan masyarakat ndonesia 

yang bersala dari adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati 

oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia.
37

Hukum memiliki sifat 

berwujud dan tidak berwujud. Hukum yang berwujud adalah hukum tertulis yang 

sudah terkordinasi dalam satu kitab, sedangkan hukum yang tidak berwujud  

adalah hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat. Adat adalah suatu kebiasaan 

masyarakat yang dilakukan terus menerus, dipertahankan oleh penduduknya dan 

juga mempunyai sanksi. 

                                                           
36

Ibid., hlm. 29. 
37

 Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), 

cet.9. hlm. 112. 
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Berlakunya hukum adat di Indonesia diakui secara impilisit oleh Undang-

Undang dasar 1945 melalui penjelasan umum yang menyebutkan bahwa: 

“Undang-undang adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan 

disampingnya undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang 

tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam 

praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”.
38

 

 

Secara substantif, tanpa dibebani oleh presepsi ideologis tertentu, konsep 

Hukum adat adalah sinonim dengan konsep hukum kebiasaan.
39

“ Hukum non-

statutair yang sebagian besar adalah Hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum 

islam”. Sementara setelah diberi muatan ideologis pengertiannya Hukum adat 

berurat-berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu Hukum 

yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan Hukum yang nyata dari rakyat. 

Sesuai dengan fitra sendiri, hukum adat terus-menerus  dalam keadaan tumbuh 

dan berkembang seperti hidup itu sendiri.
40

Didalam system kekeluargaan dalam 

masyarakat, waris dalam adat diwarnai oleh 3 sistem yaitu: 

1) Sistem patrilineal 

Sistem patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis 

keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Didalam sistem ini  kedudukan 

anak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, yang menjadi ahli 

waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin 

dengan cara kawin jujur yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga 

pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang  tuanya yang 

sudah meninggal dunia. 

                                                           
38

Ibid., hlm. 115. 
39

 Titon Slamet Kurnia, Pengantar Sistem Hukum Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 

2009), Cet.,1. hlm. 102. 
40

Ibid., hlm. 103. 
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2) Sistem matrilineal 

Sistem matrilineal yaitu sistem kekeluarga yang menarik garis 

keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam system kekeluargaan 

ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris bagi anak-anaknya. Anak-anak 

menjadi ahli waris dari garis perempuan  atau garis ibunya karena anak-

anak mereka merupakan anggota keluarganya sendiri. 

3) Sistem parental/bilateral 

Sistem parental/bilateral yaitu sistem yang menarik garis keturunan 

dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem 

ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan 

sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan 

ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. 

Berdasarkan uraian diatas, ini merupakan sistem kekeluargaan yang ada di 

tengah-tegah masyarakat Indonesia dalam garis keturunan pembagaian harta 

warisan.Dari berbagai system itulah masyarakat Indonesia menarik keturunan 

yang dapat berlangsung hingga pembagian harta warisan, hal ini biasanya telah 

berlangsung secara turun temurun dari nenek moyang mereka zaman dahulu. 

Dalam sistem  ini banyak masyarakat yang sudah hilang akan kemurnian 

adatnya karna berbagai hal yang memungkinkan terjadinya perubahan atau 

kondisi masyarakat  yang sudah banyak kehilangan pengetahuan tentang adat 

didaerahnya sendiri. Akan tetapi, tidak sedikit juga daerah yang masih begitu 

kental dengan sistem adat yang masih berlangsung dilingkunagan masyarakat. 
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Dari penjelasan diatas, inilah sebuah kenyataan yang ada tentang sistem penarikan 

garis keturunan dan pembagian harta warisan.
41
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan 

Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat.Adapun waktu yang digunakan 

dalam penelitian ini mulai tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan selesai. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (Field 

Research) yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data di lapangan guna untuk 

mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan objek yang akan diteliti 

dengan menggunakan metode analisis deskriftif kualitatif. Analisis deskriptif 

kualitatif adalah menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan dengan 

sejelas-jelasnya, kemudian uraian tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu 

menarik pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, dengan cara-cara 

mengumpulkan data-data baik secara langsung turun ke lapangan untuk 

mendapatkan informasi yang akurat tentang objek yang menjadi penelitian. 

C. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang 

memahami informasi tentang objek penelitian.Informan yang dipilih harus 

memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian 

yang dilakukan. Adapun informan atau subjek penelitian dalam penelitian ini 

adalah tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat selaku pelaku yang 
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melaksanakan Praktek Pembagian Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok 

Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat. 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penulisan ini penulis akan menggunakan dua data yang 

digunakan sebagai berikut: 

a. Data Primer  

 Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah 

sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain 

sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.
42

 

 Adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian ini adalah 

para informan yang berasal dari masyarakat di Nagari Lansek Kadok 

Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra 

Barat.Selain itu penulis ini melakukan wawancara dengan salah satu 

tokoh masyarakat disekitar. 

b. Data sekunder 

 Sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya 

berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.
43

Seperti halnya data 

yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri dari 

buku-buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan 

isi penelitian. 

 

 

                                                           
42

Sugiono, Op.,Cit, hlm. 5. 
43

Safuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 36. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan 

data sebagai berikut  

a. . Observasi 

Observasi  merupakan salah satu alat pengumpulan data yang 

digunakan dengan cara mengamati  dan mencatat secara sistematis 

terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki.
44

 Dengan observasi 

partisipan ini, diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, tajam, 

dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang 

dilihat.
45

 Adapun yang akan diamati oleh peneliti terkait dengan  

Praktik Pembagian Harta Warisan di Nagari Lansek Kadok 

Kecamatan Rao Selatan Kabupaten  Pasaman Provinsi Sumatra Barat 

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. 

b. Wawancara (Interview) 

 Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang 

dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para 

responden.Wawancara berarti bermakna berhadapan langsung antara 

                                                           
44

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2005), hlm. 70. 
45

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), hlm. 227. 
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interviewer dengan responden dan kegiatannya itu dilakukan dengan 

lisan.
46

 

c. . Dokumentasi 

 Di dalam melaksanakan metode dokumentasi ini, peneliti berperan 

untuk menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda, dan lain 

sebagainya. 

 Dimaksud dengan metode dokumentasi ini adalah pengumpulan 

data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, 

catatan-catatan maupun tulisan-tulisan tertentu yang dapat 

memberikan informasi ataupun bukti terhadap suatu masalah. Adapun 

dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 1). Dokumen wawancara dalam bentuk 

fhoto maupun tulisan, 2). Dokumen interview dengan masyarakat 

Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman 

Provinsi Sumatra Barat.  

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data 

Penjamin keabsahan data diambil dengan triangulasi. Teknik triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar 

data yang diperoleh yang diperlukan untuk pengecekan atau pembanding. Dapat 

disimpulkan bahwa triangulasi adalah sebagai pencarian dan pengujian data yang 

                                                           
46

P. Joko Subagyo, Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. 

Bhineka Cipta, 2004), hlm. 39. 
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telah ada untuk memperkuat serta meningkatkan data tersebut dengan berbasis 

pada bukti yang ada. 

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mencek ulang derajat 

kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang 

berbeda. Misalnya membandingkan hasil wawancara dan pengamatan, 

maksudnya membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan 

secara khusus, membandingkan wawancara dengan yang ada. 

b. Triangulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara 

mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini 

digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan 

perubahan tingkah laku yang bisa berubah dari waktu ke waktu. 

c. Triangulasi metode yaitu usaha untuk mencek keabsahan data atau 

mencek keabsahan temuan peneliti. Maksudnya keabsahan data 

dilakukan beberapa tehnik seperti wawancara dan analisis dokumen. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara 

sistematis dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga 
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mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data terdiri 

dari tiga langkah-langkah atau proses yang saling berhubungan, diantaranya:
47

 

a. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang 

telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

b. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang 

memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai 

bagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau sejenisnya. 

c. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam 

menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. 

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan yang baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. 
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40 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Kondisi Geografis Nagari Lansek Kadok  Kecamatan Rao Selatan 

Kababupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat 

1. Letak geografis 

Lansek Kadok adalah nama suatu Nagari yang terletak diwilayah 

Hukum Kecamatan Rao Selatan kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat 

masyarakat Nagari Lansek Kadok adalah masyarakat yang  memiliki dua 

pandangan adat yaitu adat Minangkabau dan Batak namun hidup dengan aman 

dan damai. Nagari Lansek Kadok Terletak Di Jalan Medan-Padang. Adapun 

perbatasan wilayah nagari yaitu:  

Batas Desa/Kelurahan Kecamatan 

Sebelah Utara Tarung-tarung Rao  

Sebelah Selatan Tanjung Betung Rao Selatan 

Sebelah Timur Selayang Mapat Tunggul Selatan 

Sebelah Barat Simpang Tonang Duo Koto 

 

Secara Kejorongan Nagari Lansek kadok terdiri dari 5 (lima) 

kejorongan dimana ditiap-tiap kejorongan mempunyai beberapa kampung 

yaitu: 

1) Kotanopan Setia 

2) Rambahan 

3) Beringin 

4) Kota Panjang 

5) Lansek Kadok. 

Kecamatan rao selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 
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1) Sebelah utara berbatasan dengan rao utara 

2) Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan mapat tunggul dan 

mapat tunggul selatan 

3) Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan padang gelugur  

4) Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan rao selatan. 

Secara geografis kecamatan rao selatan terletak antara 99º58´-

100º08´BT dan 00º37´-00º28´LU. Daerah ini terletak pada ketinggian antara 

252 sampai dengan 1:100 meter di atas permukaan laut. Kecamatan rao 

selatan memiliki luas 338,98 km² atau sekitar 8,59 persen dari luas kabupaten 

pasaman. 

Dari seluruh luas lahan di Kecamatan Rao Selatan, sekitar 6,75 persen 

digunakan untuk lahan pertanian padi sawah an 93,25 persen merupakan laan 

kering yang  digunakan sebagai lahan perkebunan, ladang, pekarangan, dan 

hutan. 

Kecamatan Rao Selatan terbagi ke dalam tiga Nagari/Desa, yaitu:  

1) Nagari Lansek Kadok 

2) Nagari Lubuk Layang 

3) Nagari Tanjung Betung 

Di Nagari Lansek kadok memiliki Kerapatan Adat Nagari yang 

bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang 

Nagari. Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah 

Tingkat I Sumatera Barat. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dengan 

pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1979 di Sumatera Barat, maka Nagari bukan 
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lagi berkedudukan sebagai unit pemerintahan terendah di Provinsi Daerah 

Tingkat I Sumatera Barat akan tetapi merupakan kesatuan masyarakat hukum 

adat. Fungsi dan tugas KAN secara rinci diatur dalam Perda No. 13 Tahun 

1983 yang pernah berlaku. Dalam Pasal 3 ayat (1) Perda No. 13 tahun 1983 

mengatur tentang fungsi nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat 

sebagai berikut : 

a) Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran 

pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama dibidang 

kemasyarakatan dan budaya 

b) Mengurus urusan hukum adat dan adat istiadat dalam Nagari 

c) Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal 

yang menyangkut harta kekayaan masyarakat nagari guna 

kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya 

persengketaan adat juga dalam adanya persengketaan atau perkata 

adat 

d) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat 

Minangkabau, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan 

mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan 

kebudayaan Minangkabau pada khususnya 

e) Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk 

kesejahteraan masyarakat Nagari.  
48
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 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, Statistik Daerah Kecamatan Rao Selatan 

2016, (Pasaman: BPS Pasaman, 2016),  hlm. 1. 
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Kabupaten pasaman terletak di ujung paling utara Provinsi Sumatra 

Barat, sebelah utara berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatra Utara 

(Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas) sedangkan di 

sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten 

Rokan Hulu Provinsi Riau. Sebelah selatan berbatasana dengan Kabupaten 

Agam dan sebelah barat dengan Kabupaten Pasaman Barat. Secara 

astronomis, Kabupaten Pasaman terletak antara 00º55´ lintang utara dan 

00º06´ lintang selatan serta 99º45´-100º21´ bujur timur.  

Kabupaten Pasaman memiliki luas wilayah sebesar 3.947,63 km² atau 

9,33 persen dari luas wilayah Provinsi Sumatra Barat ( urutan ke tiga terluas 

setelah Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan). Kecamatan yang terluas di 

Kabupaten Pasaman adalah Kecamatan Mapat Tunngul dengan luas 605,29 

km². sedangkan Kecamatan yang memilki luas terkecil adalah Kecamatan 

Simpang Alahan Mati dengan luas 69,56 km². 

Di kabupaten pasaman terdapat lima gunung dan lebih 100 sungai 

yang terbesar diseluruh kecamatan. Gunung tertinggi yaitu gunung tambin 

terletak di Kecamatan Lubuk Sikaping dengan ketinggian 2.271 m dan sungai 

terbanyak juga berada di Kecamatan Lubuk Sikaping yaitu sebanyak 25 

sungai.
49
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2. Sejarah Nagari Lansek Kadok 

Nagari Lansek Kadok adalah nama kampung tua yang terletak di 

kabupaten pasaman, menurut sejarah yang dipercayai masyarakat  Nagari 

Lansek Kadok secara turun temurun kampong lansek kadok sudah ada sejak 

abad XIV M. 

Menurut sejarah daerah Rao atau kerajaan Rao dahulu yang terletak 

sebelah jl. Sungai proyek Tanjung Air yang saat ini sedang digali oleh dinas 

parawisata Sumatera Barat bukti sejarahnya (bukan Kecamatan Rao 

sekarang) adalah merupakna kawasan rawa-rawa . masyarakat rawa pada 

waktu itu tinggal di daerah dataran tinggi atau perbukitan, dari daerah 

tersebut masyarakat turun mencari dataran rendah, sehinggah ditemukan 

dataran rendah dan didataran  rendah tersebut hiduplah sebatang pohon lansek 

(lansat) yang serumpun dengan sebadang dodok (dadap)  selain serumpun 

pohon lansek tersebut kodok (sering) berbuah wlaupun tidak masa bermusim 

buah lansat. Disinilah pertama kali berdirinya sebuah rumah. 

Dengan berjalannya waktu rumah pun semakin ramai berdiri diarea 

tersebut masyarakat berkembang biak dan akhirnya berdirilah sebuah 

kampung yang diberi nama “Lansek Kadok” secara etimologi atau bahasa 

Lansek Kadok berasal dari bahasa Lansek berarti lansat dan kodok berarti 

sering. 
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3. Keadaan Etnis  

Bila ditinjau dari etnis Batak dan Minangkabau penduduk Nagari 

Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra 

Barat dapat dilihat pada tabel berikut: 

ETNIS LK PR 

Batak 280 orang 168 orang 

Minang 2.789 orang 2.988 orang 

Jumlah 3.078 orang 3.156 orang 

   

  

Berdasarkan etnis Masyarakat Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao 

Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dalam table diatas 

bahwa etnis Minang yang lebih banyak  penduduknya di Nagari Lansek 

Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. 

4. Keadaan Penduduk 

Keadaan penduduk di Nagari Lansek Kadok kecamatan Rao Selatan 

Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat berjumlah 2.250 KK.Jumlah 

penduduk penduduk di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan 

Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat berjumlah 10.479 jiwa yang 

terdiri dari 4.645 laki-laki dan 5.834 perempuan. 
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Tabel 1 

Keadaan Penduduk Nagari Lansek Kadok 

Kecamatan Rao Selatan Kabupaten 

Pasaman Provinsi Sumatra BaratTahun 2021 

 

NO 

 

Jenis Kelamin 

 

Jumlah Jiwa 

1 Laki-laki 4.645 

2 Perempuan 5.834 

Jlh  10.479 

 

5. Keadaan Ekonomi 

Bila ditinjau dari mata pencaharian penduduk Nagari Lansek Kadok 

Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2 

Keadaan Ekonomi Masyarakat Nagari Lansek Kadok  

Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman 

Provinsi Sumatra BaratTahun 2021 

NO Profesi Jumlah (Orang) Persentase 

(%) 

1 Petani 5.943 57 % 

2 Buruh Tani 940 9 % 

3 PNS/TNI/POLRI 239 2 % 
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4 Peternak 2.845 28% 

5 Montir 160 1% 

6 Tukang Batu 144 1 % 

7 Tukang Kayu 120 1% 

8 Tukang Sumur 88 1 % 

 Jumlah 10.479 100% 

 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian 

utama masyarakat di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan 

Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Baratadalah Petani. 

Dan bila ditinjau dari mata pencaharian Penduduk Nagari Lansek 

Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat 

dapat dilihat pada tabel di atas: Petani sejumlah 5.943 (57%) jiwa, Buruh Tani 

sejumlah 940 (9%) jiwa, PNS/TNI/POLRI sejumlah 239 (2%) jiwa, Peternak 

sejumlah 2.845 (28%) jiwa, Montir sejumlah 160 (1%) jiwa, Tukang Batu 

sejumlah 144 (1%) jiwa, Tukang Sumur sejumlah 88 (1%) jiwa dari jumlah 

keseluruhan penduduk 10.479 jiwa.  

6. Kondisi Pendidikan 

Kemajuan suatu daerah itu biasanya dilihat dari sarana pendidikan 

dalam suatu daerah tersebut dan dipengaruhi oleh kualitas pendidikan. Bila 

ditinjau dari tingkat pendidikan Nagari Lansek Kadok  Kecamatan Rao 

Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 3 

Tingkat Pendidikan MasyarakatNagari Lansek Kadok 

Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman 

Provinsi Sumatra Barat2021 

NO Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase 

(%) 

1 Buta Aksara 81 2 % 

2 TK 836 8 % 

3 Tidak Tamat SD 343 4% 

4 Tamat SD/ Sederajat 1.834 17 % 

5 Tamat SLTP/ Sederajat 2.350 23 % 

6 Tamat SLTA/ Sederajat 3.859 36 % 

7 Tamat Akademik D1-

D2 

551 5 % 

8 Sarjana S1 625 5 % 

 Jumlah 10.479 100% 

 

Tingkat pendidikan masyarakat Di  Nagari Lansek KadokKecamatan 

Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat pada saat sekarang 

ini sudah mulai meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat 

dari jumlah penduduk yang tamat sekolah tingkat SLT/sederajat ditambah 

dengan yang tamat Diploma/Sarjana. 
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7. Keadaan Agama 

Agama masyarakat Di  Nagari Lansek Kadok  Kecamatan Rao Selatan 

Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat yaitu 100% beragama Islam 

(10.479 jiwa). 

8. Kondisi Adat 

Terkait dengan kondisi adat Nagari Lansek Kadok  Kecamatan Rao 

Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat masih terkenal dengan 

adatnya yang kental.Masyarakat Nagari Lansek Kadok  Kecamatan Rao 

Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat Memiliki Dua Pandangan 

Adat Batak Dan Adat Minang. Tetapi adat yang menonjol atau yang lebih 

banyak di pakai masyarakat Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan 

Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat Adalah adat Minangkabau. Adat 

minangkabau merupakan adat yang mengambil garis keturunan ibu atau 

disebut asas matrilineal yang mendapatkan bagian lebih banyak  adalah anak 

perempaun dibandingkan dengan anak laki-laki. 

Masyarakat Nagari Lansek Kadok  Kecamatan Rao Selatan Kabupaten 

Pasaman Provinsi Sumatera Barat pada awalnya mereka datang karena 

pernikahan dan bercocok tanaman pada akhirnya mereka tingga Nagari 

Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra 

Barat.
50
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 Rencana Pembagunan Jangka Menegah, Pembagunan Jangak Menegah Nagari Lansek 

Kadok , (Nagari Lansek Kadok: RPJM , 2021), hlm. 10-18. 
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B. Praktik Pembagian Harta Warisan Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao 

Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat 

Masyarakat Nagari Lansek Kadok merupakan mayoritas masyarakat 

matrilineal yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari ibu. Dalam 

pembagian harta warisan dalam Nagari Lansek Kadok  yang menjadi dominan 

ahli waris hanya anak perempuan didalam pembagian harta peninggalan kekayaan 

orang tuanya. Dalam praktik  pembagian secara adat tidak menetapkan sistem atau 

cara tertentu dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisan yang ditinggalkan, 

yang mana praktiknya biasanya dilaksanaan baik secara tulisan atau secara lisan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Antoni. S selaku Kepala Wali 

Nagari Lansek Kadok bahwa Masyarakat Nagari Lansek Kadok masyarakat yang 

menganut adat sumando dalam kata lain kedudukan suami menumpang dirumah 

istrinya. Oleh karena itu, adat yang dianut oleh masyarakat Nagari Lansek Kadok  

ini dapat disebut juga dengan adat Sumando rantau Minangkabau. Sebagai bentuk 

adat yang bersifat matrilineal maka kaum perempuan mempunyai kedudukan yang 

esensial dan istimewa dalam pandangan adat di masyarakat Nagari Lansek Kadok, 

sebab pada kaum ibulah berpusatnya sistem kekeluargaan. 

Adat sumando Nagari Lansek Kadok yang dianut oleh masyarakat adat 

Nagari Lansek Kadok di wilayah pesisir justru tidak dibenarkan bagi orang-orang 

yang bukan beragama Islam, semua masyarakat adat yang ingin melakukan segala 

aspek kehidupannya sesuai dengan adat Nagari Lansek Kadok hanya masyarakat 

yang bergama Islam, sebab falsafah adat sumando pesisir itu ialah “adat basandi 

syara‟, syara‟ basandi kitabullah (adat bersendikan syara‟, sementara syara‟ 
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bersendikan kitabullah)”. Di dalam masyarakat adat Nagari lansek kadok, 

perempuan selalu ditinggikan derajatnya, karena di dalam Islam juga dikatakan 

bahwa hormatilah ibumu, ibumu, dan ibumu baru ayahmu. 
51

 

Maka masyarakat Nagari Lansek Kadok mengambil dasar itu dalam 

membagikan harta warisan dimana perempuanlah yang berhak menerima 

warisandan dikarenakan perempuan adalah makhluk yang lemah menghidupi 

keluarganya apa bila suaminya telah meninggal dunia. 

Selain itu, dalam mengelola harta perempuan dianggap lebih mampu 

dalam menjaga dan mempergunakan dengan lebih hemat dari pada laki-laki. 

Seperti contoh, apabila yang menguasai harta warisan adalah laki-laki cenderung 

harta warisan tersebut akan mudah dijual olehnya apabila ia membutuhkan uang 

sewaktu-waktu, selain itu perempuan juga lebih memiliki perasaan dalam 

memberikan sebagainharta yang diperolehnya dari warisan tersebut kepada 

saudara yang lain yang dianggap lebih membutuhkan dari dirinya. 

Sebagai orang yang berkuasa dalam keluarga maka kaum perempuanlah 

yang yang bertugas mengawasi harta pusaka  atau harta warisan dalam arti yang 

luas, namun bukan berarti perempuan bisa bertindak semena-mena terhadap harta 

pusaka tersebut, sebab pengawasan tetap dilakukan oleh pihak laki-laki. Di dalam 

pembagian harta warisan yang terdapat di suatu keluarga di dalam masyarakat 

yang ada di Nagari Lansek Kadok, dilaksanakan berdasarkan adat bahwa  yang 

menjadi ahli waris ialah anak perempuan. 
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 Antoni.S, Ketua Kantor Wali Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, 

Wawancara Pribadi dengan Ketua Antoni.S selaku Ketua Kantor  Wali Nagari Lansek Kadok 

Kecamatan Rao Selatan, 6 Mei 2021. 



52 
 

 
 

Tetapi bukan berarti anak laki-laki tidak mendapatkan hak, anak laki-laki 

berhak atas harta warisan itu apabila harta yang diwariskan tersebut telah dijual. 

Dalam arti apabila harta warisan tersebut masih berbentuk barang maka anak laki-

laki tidak berhak atas warisan tersebut, dan anak perempuanlah yang berhak 

menguasai rumah atau tanah yang ditinggalkan tersebut. Dalam adat Sumando di 

Ranah Nagari Lansek Kadok, dikenal ada 3 (tiga) bentuk harta, yakni:  

a) Harta bawaan adalah suatu harta/kekayaan seorang laki-laki yang 

dibawanya kerumah isitrinya saat ia mengucapkan akad nikah. 

b) Harta pendapatan Suatu harta/kekayaan yang didapati seorang laki-laki 

dirumah atau dalam keluarga istrinya baik berupa harta pemberian dari 

orang tua sang istri maupun harta kekayaan sang istri yang diperoleh 

saat sang istri masih belum menikah.  

c) Harta benda Suatu harta yang menjadi pusaka bagi anak, cucu, dan 

kemenakan dikemudian hari. Ketiga bentuk harta tersebut pada 

akhirnya akan menjadi harta pusaka. Sementara itu harta pusaka juga 

dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing, yaitu:  

1) Harta pusaka rendah  

2) Harta pusaka tinggi Menurut pandangan adat, harta pusaka 

tinggi dan harta pusaka rendah itu disebut juga dengan:  

a) Harta tumbilang ameh Harta tumbilang ameh ialah 

suatu harta/kekayaan yang diperoleh dari harta 

kekayaan orang tua.  
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b)  Harta tumbilang perak Harta tumbilang perak ialah 

harta/kekayaan yang diperoleh dari peninggalan 

nenek/buyut secara turun temurun. Terhadap harta 

bawaan, harta dapetan, dan harta benda, apabila 

terjadi silangsengketa terhadap pasangan suami istri 

sehingga menimbulkan perceraian, atau terjadi 

kematian salah satu diatara suami istri atau bahkan 

keduanya meninggal dunia sementara anak 

/keturunannya belum ada, maka harta/kekayaan 

tersebut tetap tinggal ditempatnya dan tidak boleh 

dibawa oleh siapapun, semua akan diambil alih oleh 

orang tua atau ahli warisnya masing-masing. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syakban selaku Ketua 

kerapatan adat nagari (KAN) Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan 

himpunan dari para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau 

kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Ninik 

mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan 

dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup 

perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan 

Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya.Pada umumnya di Nagari 

Lansek Kadok sendiri jarang terjadi perselisihan pembagian harta warisan karna 

untuk permasalahan warisan yang berperan sebagai mediator adalah seorang 

mamak dan datuk-datuk yang telah dipiliholeh kaumnya.Adapun lembaga kecil 
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yang berwewenang dalam menyelesaikannya adalah KAN (kerapatan adat 

nagari)biasanya lembaga ini berkedudukan disetiap desa, kecamatan hingga 

provinsi yang disebut (LKKM) lembaga kerapatan adat minangkabau. 

 Khususnya di Nagari Lansek Kadok kecamatan Rao Selatan dalam saat 

wawancara dengan bapak  Syakban ketuan KAN mengatakan bahwa hampir tidak 

adapertentangan dalam pembagian waris yang ditetapkan selama ini. Masyarakat 

menerima adat yang berlaku. Menurut ajaran Adat Minangkabau apabila terjadi 

suatu sengketa dalam kaum masyarakat hukum adat diselesaikan oleh mamak 

kepala waris dalam kaum. Di dalam masyarakat Nagari Lansek Kadok, apabila 

terjadi perselisihan atau pebedaan pendapat maka akan dilakukan 

musyawarah/mufakat antara pihak-pihak yang berselisih dengan ditengahi oleh 

pemuka adat agar para pihak tidak merasa tegang atau kaku saat melakukan 

musyawarah/mufakat tersebut.  

Dengan demikian, menjadi logis apabila nanti antara ahli waris laki-laki 

dan perempuan memiliki bagian yang sama selama para pihak tersebut 

menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.
52

 

C. Penyebab Bagian Perempuan Lebih Banyak Menadapatkan Bagian Harta 

Warisan Dibandingkan Laki-Laki 

Perempuan di Nagari  Lansek Kadok yang merupakan mayoritas adat 

Minangkabau yang menarik garis keturunan ibu atau yang sering disebut dengan 

bundo kandung yang merupakan mahkota dirumah gadang ( rumah besar).  
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 Syakban, Ketua KAN Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, Wawancara 

Pribadi dengan Ketua Syakban  selaku Ketua KAN Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, 6 Mei 

2021. 
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Berdasarkan wawancara dengan bapak Hafis selaku warga dan tokoh adat 

di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan dan menyatakan  bahwa  Bunda 

kandung memiliki cirikhas tertentu diantranya dengan memakai baju kurung (baju 

muslimah) dan ditambah diatas kepala dengan menggunakan tikuluak ( penutup 

kepala yang berbentuk seperti tanduk kerbau). Tikuluak ini mempunyai dua 

gonjong dikiri dan dikanan.Kedua gonjong tersebut memilki lambang 

keharmonisan dan keseimbangan antara adat dan syarak. Penyebab tikuluak itu 

menyebabkan dua hal: 

1. Bahwa tidak ada batasan kekuatan dan fikiran. 

2. Tanggung jawab keibuan dan kewanitaan yang tidak ada batasnya 

Artinya bahwa tidak adan perbedaan seorang perempuan dalam berfikir di 

bandingkan dengan laki-laki.Keduanya berhak memberikan pendapat dalam 

bermusyawarah. Namun ditinjau dari segi kedudukanada tujuh perbuatan atau 

tingkah laku yang harus dilakukan oleh perempuan yaitu: 

1. Memelihara  diri 

2. Memelihara anak dan keluarga 

3. Menjaga martabat kaum dan sukunya 

4. Memelihara harta benda dan pusakanya 

5. Melanjutkan dan memajukan kehidupan ekonominya 

6. Menyumarkan nagari dan alam minang kabau 

7. Menjalankan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. 

Dari tujuh hal diatas tercermin dalam sebuah lambang “ alam takambang 

jadi guru, bundo kandungpambangkit batang tarandam dalam nagari”. Untuk itu 
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kenapa perempuan lebih banyak mendapatkan harta warisan dibandingkan anak 

laki-laki. Karena bahwasanya selain memberi keturunan perempuan juga yang 

memelihara keluarganya dan menjamin kehidupan bagi anak-anaknya. Untuk itu 

maka perempuan dipercaya untuk memamfaatkan harta pusakayang ditinggalkan 

oleh nenek moyang mereka karena dari situlah bisa menambah pemasuk ekonomi 

untuk diri mereka. 

Wanita Minangkabau menepati kedudukan yang lebih utama dan penting 

dalam adat Minangkabau mamak tungganai ( seorang paman yang dituakan yang 

ada dalam keluarga besar ibu lalu dipilih sebagai mamak ahli waris). memamg 

distatuskan kepala waris, akan tetapi hakikatnya kekuasaan berada pada kaum 

wanita, dalam hal ini adalah nenek wanita tertua dalam suatu keluarga adalah 

amban puruak (sebuah sebutan bagi perempuan diminang kabauyang dikenal 

sebagai tempat penyimpanan harta pusaka. Wanita yang ada dirumah adan tahan 

keluarga yang dinamakan harta perempuan. Hak pengguna tanah-tanah itu, 

terletak ditangan wanita dan untuk anak-anak mereka. Walaupun satu rumah 

tangga (wanita) tidak ada dinagari, namun tetap diperhitungkandan padanya 

berlaku hak melekat.
53

 

Peran utama dari wanita ialah penghias rumah gadangnya ( rumah 

besarnya). Dan ini berarti bahwa kehidupan semestinya berputar sekitar rumah 

gadang tersebut. Dari hal tersebut ada beberapa peran yang dimainkan oleh  

seorang wanita di minangkabau diantaranya:  
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 Hafis, Tokoh Adat Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, Wawancara Pribadi 

dengan Tokoh Adat Hafis  selaku Tokoh Adat  Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, 10 

Mei 2021. 
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1. Perempuan sebagai bundo kanduang 

Peran perempuan sebagai bundo kanduang  lebih mempunyai 

hubungan kekerabatan yang sangat luas yakni mencangkup kampung, 

nagari dan negaranya. Bundo kandung lebih mengutamakan kebijakan , 

pertimbangan, dan keserasian masyarakat. Peran itu terletak di tangan 

ibu yang bijaksana. Pada konsep aslinya wanita itu lebih dituntut lebih 

mempunyai keaktifan, tetapi kepemimpian semuanya dipegang oleh 

laki-laki. 

2. Fungsi perempuan Minangkabau 

Fungsi perempuan Minangkabau pada dasarnya adalah untuk 

meneruskan keturunan keluarga (paruik/ sukunya) demi kejayaan suku 

tersebut.Jika kita mengadalkkan suatu analogi, kedudukan wanita 

minangkabau dalam masyarakatnya hampir dikatakan seperti “ratu 

lebah” yang tugas utamanya menghasilkan madu dan anak-anak 

sedangkan pekerja dan prajurit laki-laki. 

3. Perempuan sebagai institusi dalam budaya Minangkabau 

Perempuan Minangkabau yang serimg disebut dengan bunda 

kaduang. Selain bundo kanduang, di Minangkabau juga menyimpan 

nama-nama yang sesungguhnya berasal dari mitos, yakni mandeh 

rubiah yang tentu saja sulit dimegerti. Bundo kanduang digambarkan 

sebagai perempuan yang bijaksana. Tetapi tidak jelas dari mana 

asalnya. 
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Bunda kanduang ditampilkan sebagai pemimpin yang sangan 

menentukan jalannnya roda pemerintahan. Sebagai perempuan, 

fikirannya menentukan kebijakan yang diambil kerajaan meskipun tidak 

memilki kekuasaan secara formal. Itulah awal sosoknya indo jolito 

sebagai bunda kadunduang ditanah Minangkabau. Dimana akhirnya 

menjelma menjadi sosok bundo kanduang yang simbolik dalam 

lembaga dan misteri yang tidak di ungkapkan. 

4. Peranan perempuan dalam kekerabatan matrilineal 

Dalam hubungan ini kelahiran seorang anak perempuan sangat 

diharapkan oleh adat minangkabau dengan kelahiran anak perempuan 

maka garis keturunan belum putus. Sedangkan kelahiran anak laki-laki 

tidak berarti apa-apa dalam garis keturunan, karena kalau anak laki-laki 

tersebut sudah menikah dan memperoleh anak maka anak tersebut 

hanya menambah garis keturunan istrinya. 

Oleh karena itu, peranan yang penting dalam adat Minangkabau adalah 

bundo kanduang. Maka adat memberikan kepada perempuan hak keistimewaan 

sebagai pemegang harta pusaka pada waktu dulu merupakan sumber ekonomi. 

Pepatah adat menyebutkan bahwa perempuan dalam hal ini sebagai“ 

umbunpuruak, pemegang kunci”. Dua ungkapan tersebut mengandung arti sebagai 

pemegang kekayaan di dalam keluarga. Puro berarti khas tempat penyimpanan 
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uang sedangkan kunci yang dipegangnya berarti kunci kekayaan dari kerabat 

matrilineal. Karna Kekayaan keluarga terdapat pada perempuan.
54

 

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Meli selaku warga Nagari Lansek 

Kadok Kecamatan Rao Selatan menyatakan bahwa bagian perempuan lebih 

banyak dari pada bagian laki-laki bahkan melebihi 1:2 bagian perempuan karna  

perempuan diminangkabau lebih banyak menerima harta warisan ibunya seperti 

rumah di khususkan kepada anak terahir dan sawah, kebun dikarnakan anak 

perempuan tinggal dirumah orang tuanya dan menganut adat sumodo sehingga 

mereka yang berhak mendapatkan harta lebih banyak dari laki-laki karna 

merekalah yang mengasuh orangtuanya bukan anak laki-laki.
55

 

D. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Pembagian Harta Warisan Di 

Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi 

Sumatera Barat 

Dalam pandangan KHI harta pusaka rendahmemiliki kesamaan sistem 

yakni menganut sistem bilateral, bahwa  pembagian harta berdasarkan garis 

keturunan pertalian pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal Pengertian ahli 

waris dalam KHI disebutkan dalam pasal 171 ayat ( c ): 

Ahli waris adalahorang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama 

Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
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 Wawancara dengan bapak  Hafis selaku tokoh adat di Nagari Lasek Kadok Kecamatan 

Rao Selatan, pada tanggal 15 Mei 2020. 
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 Meli,  Warga Masyarakat Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, Wawncara 

Pribadi Bersama Meli Selaku Warga Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan , pada tanggal 

20 mei 2021. 
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 Kompilasi Hukum Islam 171 ayat (c) Tentang Ketentuan Umum,  1974. 
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Kalimat hubungan darah atau hubungan perkawinanini sangat melekat 

dalam harta pusaka rendah yang juga menjadikannya berbeda dengan harta pusaka 

tinggi. Karena dalam kenyataanya harta pusaka rendah berlandaskan pada satu 

garis keturunan pada tindakannya harta pusaka harus dibagikan kepada 

generasisedarah dan dimiliki secara pribadi yang dapat diperlakukan oleh ahli 

warisnya secara individu. 

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 176 yang berbunyi:  

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat setengah  bagian, bila 

dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, 

dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka 

bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak 

perempuan”.
57

 

 

Terkait dengan pasal 176  bahwa bagian ahli waris anak perempuan 

setegah bagian dengan ahli waris anak laki-laki dua banding satu dengan anak 

perempuan. Berdasarkan Wawancara bersama bapak idris selaku sekretaris wali 

Nagari Lansek Kadok Kecamtan Rao Selatan meyatakan bahwa mengenai konsep 

harta warisan dalam Nagari Lansek Kadok dan Kompilasi Hukum Islam  terdapat 

persamaan dan perbedaaan  

1. Apa bila kita lihat dari segi sumber harta warisan, maka terdapat 

perbedaan yang mendasar sumber harta yang terdapat dalam nagari 

lansek kadok yang merupakan mayoritas adat Minangkabau ditinjau 

dari Kompilasi Hukum Islam. Di dalam adat Minangkabau ada dua 

sumber harta warisan yaitu: harta warisan  yang di peroleh secara turun 

temurun oleh nenek moyang, dan di peroleh dari harta pencarian 
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sendiri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sumber harta 

warisan bersal dari harta bawaan pewaris dan harta gono gini ( harta 

bersama) yang diperoleh ketika hidup berumah tangga. 

2. Apa bila kita lihat  dari jenis-jenis harta warisan, dalam Nagari Lansek 

Kadok yang merupakan adat Minangkabau harta warisan terbagi dua 

jenis yaitu: pertama harta pusaka tinggi yang sumbernya diperoleh dari 

turun temurun yang sifatnya tidak dimilki untuh oleh seseorang, 

melainkan dimiliki oleh semua orang dalam satu kaum. Kedua yaitu 

harta pusaka rendah yang sumbernya dari hasil pencarian usah sendiri 

yang dimilki oleh seseorang secara utuh oleh orang yang mengusahakan 

tersebut.
58

 Sedangkan dalam kompilasi hukum islam yang dimaksud 

dengan jenis harta warisan adalah hata yang dimiliki utuh oleh pewaris 

baik yang merupakan harta bawaan maupun harta bersama.  

Dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam pasal 171 dijelaskan bahwa 

syarat harta warisan adalah harta tersebut telah bersih dari pembayaran 

hutang, biaya penyelenggaraan jenazah, dan pemberian wasiat. 
59

 

 

Hal ini berarti bahwa suatu harta tidak bisa diwariskan apabila masih 

terdapat hak orang lain terhadap harta tersebut, atau harta tersebut tidak bisa 

diwariskan selama belum dimilki secara utuh oleh pewaris (milk al- raqabah). 

Jika para ahli waris sudah sepakat untuk melakukan peramaian dalam 

pembagian harta warisan, setelah  masing-masing menyadari bagiannya, jadi para 

ahli waris tidak dapat mengikuti aturan pembagian warisan bagian masing-masing 
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 Idris, sekretaris wali nagari lansek kadok, wawancara pribadi selaku sekretaris  wali 

nagari lansek kadok  bapak idris, pada tanggal 21 mei 2021. 
59

 Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Tentang Ketentuan Umum,  1974. 
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ahli waris berdasarkan ketentuan bagaianya yang sudah diatur dalam kompilasi 

hukum islam, jika mereka telah sepakat untuk beramai dalam pembagian harta 

warisan , karena mungkin ada ahli waris yang menganggap dia tidak perlu lagi 

untuk mendapatkan harta warisan sedangkan ahli waris yang  lain lebih pantas 

untuk mendapatkannya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 183 dijelaskan bahwa 

para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta 

warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. 

Menurut bapak idris Pada  masyarakat Nagari Lansek Kadok yang 

menganut adat minangkabau meraka menyadari bahwa jumlah bagian warisan 

antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan itu adalah 2:1, tetapi sudah 

menjadi kesepakatan dan kebiasaan bagi mereka bagian anak laki-laki tidak di 

bagi, melainkan di biarkan saja dan di jadikan sumber penghasilan rumah gadang 

(rumah besar)yang akan dihasilkan oleh perempuan dalam rangka mempersiapkan  

keturunan pewaris. 

Dan bukanlah hukum adat Nagari Lansek Kadok merupakan Hukum yang 

menentang Kompilasi Hukum Islam  karena filsafah adat Nagari Lansek Kadok 

merupakan adat minang kabau merupakan adat basandi syarak, syarak basandi 

kitabullah, bahwa hukum adat akan berpedoman syara yang berlandaskan kitab 

Al-Qur‟an.
60
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan peneliti terkait dengan penelitian” Praktik Pembagian 

Harta Warisan Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten 

Pasaman Provinsi Sumatera Barat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam” adalah 

sebagai berikut: 

1. Di dalam masyarakat adat Nagari Lansek kadok, perempuan selalu 

ditinggikan derajatnya, karena di dalam Islam juga dikatakan bahwa 

hormatilah ibumu, ibumu, dan ibumu baru ayahmu. Maka masyarakat 

Nagari Lansek Kadok mengambil dasar itu dalam membagikan harta 

warisan dimana perempuanlah yang berhak menerima warisan dan 

dikarenakan perempuan adalah makhluk yang lemah menghidupi 

keluarganya apa bila suaminya telah meninggal dunia. Selain itu, dalam 

mengelola harta perempuan dianggap lebih mampu dalam menjaga dan 

mempergunakan dengan lebih hemat dari pada laki-laki. Seperti contoh, 

apabila yang menguasai harta warisan adalah laki-laki cenderung harta 

warisan tersebut akan mudah dijual olehnya apabila ia membutuhkan 

uang sewaktu-waktu, selain itu perempuan juga lebih memiliki perasaan 

dalam memberikan sebagain harta yang diperolehnya dari warisan 

tersebut kepada saudara yang lain yang dianggap lebih membutuhkan 

dari dirinya. 
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2. Sedangkan sistem pewaris harta dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

pewaris dengan merujuk kepada faraidh yaitu warisan secara bilateral, 

artinya bahwa pihak laki-laki danperempuan memiliki hak yang sama 

untuk memperoleh warisan dari pewaris. Adapun harta yang bisa 

diwariskan oleh si pewaris kepada ahli warisnya adalah harta yang ia 

miliki secara utuh dan sah, baik bentuk maupun mafaatnya. Sedangkan 

yang berhak menerima harta tersebut adalah semua ahli warisdari si 

pewaris dengan pembagian 2:1. Namun demikian, terdapat beberapa hal 

yang baru yang cukup unik di dalam kompilasi hukum islam (KHI), 

karena  mencantumkan beberapa pasal  yang  tidak  diatur dalam 

faraaidh seperti perdamaian dalam pewarisan, hibah orang tua kepada 

anak dengan warisan, wasiat wajibah, dan ahli waris pengganti. 

B. Saran  

Adapun saran peneliti terhadap masyarakat Nagari Lansek Kadok 

Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat adalah 

sebagai berikut:  

1. Kepada pemuka adat yang berada di Nagari Lansek Kadok  hendaknya 

menjelaskan kembali silsilah adat istiadat yang dianut oleh orang 

Minang terutama dalam pembagian waris agar tidak terjadi kesalah 

pahaman. 

2. Untuk memperjelaskan sistem kewarisan di Minangkabau tidaklah 

bertentangan dengan hukum islam karena hukum Adat Minangkabau 

menganut Hukum Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Artinya 
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hukum yang dianut oleh orang Minangkabau bersandar kepada syarak 

yang berpedomankan Al-Quran.  

Akhir kata mudah-mudahan peneliti ini bermamfaat bagi pembaca pada 

umunya, khususnya bagi peneliti sendiri. Peneliti sangat mengharapakan saran 

dan kritik yang bersifat membagun bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian ini 

semakin sempurna. Agar penelitian tentang Praktik Pembagian Harta Warisan Di 

Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi 

Sumatera Barat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum  semakin lebih baik dan 

berkembang. 
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Daftar Wawancara 

A. Wawancara Dengan Wali Nagari Beserta Anggotanya 

1. Apakah ada orang yang datang ke kantor wali nagari lansek kadok untuk 

menyelesaikan permasalahan harta warisan? 

2. Bagaimana kantor wali nagari lansek kadok dalam mengatasi permasalahan 

harta warisan tersebut? 

3. Apakah ada masyarakat nagari lansek kadok datang ke kerapatan nagari (KAN) 

dalam mengatasi permasalaahan harta warisan? 

4. Bagaimana kerapatan adat nagari (KAN) mengatasi permasalahan harta 

warisan? 

5. Apakah kerapatan nagari melaksanakan pembagian harta warisan menurut 

kompilasi hukum islam atau hukum adat? 

B. Wawancara Dengan Tokoh Adat 

1. Apakah adat masyarakat yang datang untuk bersangketa atau bertanya tentang 

pembagian warisan? 

2. Apakah bapak pernah diminta untuk membagi harta warisan? 

3. Apakah pembagian warisan menurut kompilasi  hukum islam atau hukum adat? 

4. Adat apa yang berlaku di nagari lansek kadok kecamatan rao selatan kabupaten 

pasaman provinsi sumatera barat? 

C. Wawancara Dengan Tokoh Agama 

1. Apakah adat masyarakat yang datang untuk bersangketa atau bertanya tentang 

pembagian warisan? 

2. Apakah bapak pernah diminta untuk membagi harta warisan? 

3. Apakah pembagian warisan menurut kompilasi  hukum islam atau hukum 

adat? 

4. Adat apa yang berlaku di nagari lansek kadok kecamatan rao selatan 

kabupaten pasaman provinsi sumatera barat? 

D. Wawancara Dengan Masyarakat  

1. Siapa saja yang mendapatkan harta warisan di nagari lansek kadok kecamatan 

rao selatan kabupaten pasaman provinsi sumatera barat? 



 
 

 
 

2. Berapa  bagian masing-masing anak laki-laki dan anak perempuan? 

3. Apakah semua anak mendapatkan bagain yang sama dalam pembagian harta 

warisan? 

4. Bagaimana bagian anak perempuan di nagari lansek kadok kecamatan rao 

selatan? 
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